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ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua
negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Letak
geografis Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu jalur utama pulau Jawa
sehingga menjadikan padat kendaraan angkutan barang, serta karena sebagian
wilayahnya yang dilewati oleh sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi
menjadikan Kabupaten Magelang memilki hasil tambang yang melimpah yang
berasal dari lahar dingin gunung Merapi yang kemudian ditambang dan diangkut
untuk dikirim keluar wilayah Kabupaten Magelang. Namun angkutan barang
terutama yang mengangkut hasil tambang dari sungai-sungai yang berhulu dari
gunung Merapi banyak yang melanggar aturan mengenai daya angkut, tata cara
pemuatan, dan dimensi kendaraan. Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap
pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang dilaksanakan
oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang belum sepenuhnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan di Jalan Magelang Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam
pemecahan permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif
analisis dengan pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yakni penelitian ini
mengacu pada Peraturan Perundang-undangan terkait pelanggaran lalu lintas dan
data-data yang didapatkan di lapangan.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum
terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang
dilakukan oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Magelang terutama mengenai kelebihan muatan yang harus diturunkan sampai
saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penindakan yang
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan Satlantas Polres
Magelang memiliki batas kewenangan yang berbeda. Kewenangan yang dimiliki
oleh Satlantas untuk menindak pelanggaran lalu lintas lebih luas cakupannya
termasuk memiliki kewenangan untuk menindak angkutan barang. Sedangkan
kewenangan mutlak Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran lalu lintas
barang muatan lebih hanya bisa dilakukan di jembatan timbang saja dan untuk
menindak pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di jalan raya wajib
berkoordinasi dan harus didampingi oleh Satlantas, Dinas Perhubungan tidak
memiliki kewenangan untuk melaksanakannya secara mandiri. Oleh sebab itu
perlu adanya koordinasi yang baik antara dua otoritas tersebut.

Kata kunci : lalu lintas, angkutan barang, muatan lebih, penegakan hukum
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam
memperlancar roda perekonomian, menguatkan persatuan dan kesatuan serta
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya
transportasi tersebut tercermin pada semakin tingginya kebutuhan akan jasa
angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air,
bahkan dari dan ke luar negeri."

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan dan negara yang sedang
berkembang, maka Indonesia sangat membutuhkan jasa transportasi khususnya
angkutan barang untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain.
Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan jasa angkutan barang menjadi sangat
penting, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari riban pulau kecil dan pulau
besar, perairan yang terdiri dari sebagiian besar laut, sungai dan danau yang
memungkinkan pengangkutan dimungkinkan melalui darat, perairan, dan udara

guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

" Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 4.

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1998), him. 7.



Kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan barang sering kali tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengangkut muatan melebihi
ambang batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, hal ini menyebabkan permasalahan seperti semakin
cepatnya kerusakan jalan raya, lalu lintas tersendat karena kendaraan yang
mengangkut muatan lebih (overload) berjalan sangat pelan, dan juga sering
mengakibatkan kecelakaan.

Letak geografis Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu jalur utama
pulau Jawa sehingga padat kendaraan angkutan barang, serta sebagian wilayahnya
yang dilewati oleh beberapa sungai yang berhulu dari gunung Merapi menjadikan
wilayah Magelang subur serta memiliki bahan tambang galian yang melimpah,
diantaranya pasir dan batu yang berasal dari lahar dingin gunung Merapi yang
kemudaian ditambang dan diangkut untuk dikirim keluar wilayah Magelang.

Namun disisi lain angkutan barang terutama yang mengangkut hasil
tambang dari sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi sering tidak
mengindahkan ambang batas muatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
salah satunya dengan tidak beroperasinya jembatan timbang Salam yang berada di
Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km 23, Kecamatan Salam Kabupaten
Magelang. Pengemudi dan/atau Perusahaan angkutan umum barang wajib
mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan,dan kelas jalan.’ Secara khusus batas tonase bahan galian di Kabupaten

Magelang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang,
Pasal 169 Ayat (1)



Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rute
dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan
Merapi Kabupaten Magelang. Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4
Tahun 2014 mengatur bahwa jenis truk engkel ditetapkan daya angkut muatan
2.000-2.200kg.*

Selain menetapkan toleransi terhadap muatan yang diturunkan didalam
Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rute dan Tonase
Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi
Kabupaten Magelang juga menetapkan dispensasi untuk daya angkut tonase 30%
dari daya angkut yang seharusnya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di
Kabupaten Magelang khususnya di Jalan Magelang yang dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan. Salah satu fakta permasalahan penurunan muatan
yang seharusnya jika petugas menemukan pelanggaran lalu lintas barang muatan
lebih di Jalan Magelang yang tonasenya melebihi 25% dari JBI yang diijinkan di
Kabupaten Magelang maka seharusnya petugas berhak untuk menurunkan
kelebihan muatannya, tetapi petugas tidak menurunkan muatannya hanya
menindak dengan memberikan surat tilang dan tetap memperbolehkan pengemudi

untuk melanjutkan perjalananya.

* Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rute Dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat
Letusan Gunung Merapi Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Pasal 2



Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan
dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.” Digantinya
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan merupakan awal perubahan dari pengaturan lalu lintas dan
penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan
angkutan barang membawa para penegak hukum untuk ikut dalam penegakan
Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Keikutsertaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat membawa para pelanggar peraturan untuk
dapat mentaati peraturan yang berlaku pada suatu daerah. PPNS bidang LLAJ
memperoleh kewenangannya yang langsung bersumber dari Undang-undang yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RIL°® Pembentukan PPNS bidang
LLAJ ini merupakan perintah/amanat dari Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga sumber untuk memperoleh
kewenangannya berupa kewenangan asli yang langsung bersumber dari Undang-

Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi.

> Dharma, B.P. Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Bhakti Group, 1993), him. 29.

® Putu Yuni Riswanty, “Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Hukum
Universitas Udayana, (2004), him. 11.



Dalam hal kewenangan PPNS bidang LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal
262 ayat (1) dilaksanakan di Jalan, PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi
dengan dan harus didampingi oleh Petugas Polri. Sehingga kewenangan PPNS
bidang LLAJ di Jalan dapat dilakukan oleh Petugas Polri. Dan kewenangan PPNS
bidang LLAJ hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/ atau tempat alat
penimbangan yang dipasang secara tetap.” Sedangkan permasalahan saat ini Dinas
Perhubungan Kabupaten Magelang tidak memiliki PPNS satupun dan tidak
memiliki jembatan timbang yang aktif.

Permasalahan lainnya adalah adanya kerancuan antara Perda, Pergub,
Perbup yang menajadi acuan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang
yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada
diatasnya, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan. Hal ini dibenarkan oleh Satlantas Polres Magelang dan
Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Sebagai contoh jika dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ditetapkan untuk
toleransi muatan yang diturunkan dan dianggap sebagai pelanggaran sebesar 5%
dari JBI, sedangkan dalam Perda, Pergub, Perbup menetapkan besaran toleransi
tonase yang diperbolehkan sebesar 30% dari daya angkut dan toleransi muatan
yang bisa diturunkan sebesar 25% dari JBI yang diukur dari berat muatan
ditambah berat kendaraan dan berat orang yang mengendarainya. Sedangkan

didaerah lain tetap menerapkan toleransi hanya sebesar 5% dari JBI yang diatur

" Ibid., hlm. 12.



dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010
tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di
Kabupaten Magelang sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan indikasi bahwa
penindakan terhadap pelaku pelanggaran muatan lebih masih perlu diperbaiki.

Oleh karena latar belakang masalah yang dipaparkan diatas,
sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat tema
skripsi  berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIH DI JALAN

MAGELANG”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang
akan diangkat sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum oleh Satlantas Polres Magelang dan
Dinas Perhubungan Magelang terhadap pelanggaran lalu lintas barang

muatan lebih di Jalan Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengisi kekosongan penelitian
hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang

muatan lebih di Jalan Magelang.



2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian
ini adalah:
a. Kegunaan Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya
bidang hukum pidana, khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas
barang muatan lebih (overload). Serta diharapkan dapat menambah
pemikiran dan wawasan bagi akademisi dan pemerhati hukum serta
masyarakat luas terkait kasus pelanggaran lalu lintas barang muatan
lebih.
b. Kegunaan Praktis
Menambah bahan masukan kepada pemerintah dan lembaga-
lembaga negara, aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga dan
memberikan regulasi terbaik dalam penindakan terhadap pelanggaran

lalu lintas muatan lebih.

D. Telaah Pustaka
Setelah melakukan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang
membahas subjek yang sama tentang penindakan pelanggaran lalu lintas,
setidaknya penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang dapat dikaitkan
dengan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Diana Rahmaningrum Azzahra Tunnisia yang

berjudul “Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di



Polres Bone 2013-2015)” yang membahas tentang penyebab terjadinya
kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum khusunya pihak kepolisian dalam menanggulangi
kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone.® Perbedaan skripsi ini dengan yang
akan ditulis adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Diana Rahmaningrum
membahas pelanggaran lalu lintas secara umum, sedangkan penyusun akan
membahas secara khusus tentang pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di
Jalan Magelang.

Skripsi yang disusun oleh Arga Hendrianto yang berjudul “Kajian Yuridis
Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang oleh
Pemerintah Daerah” yang membahas tentang mekanisme jembatan timbang bagi
kendaraan angkutan barang berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan sanksi hukumnya bagi pengguna
jembatan timbang yang melanggar.” Perbedaan skripsi ini dengan yang akan
ditulis adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Arga Hendrianto menekankan
jembatan timbang, sedangakan penyusun tidak hanya menekankan pada hanya
jembatan timbang tetapi juga peran kepolisian.

Jurnal yang disusun oleh Deva Oktavania yang berjudul “Implementasi
Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2002 Tentang

Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi di UPPT LLAJ

¥ Diana Rahmaningrum Azzahra Tunnisia, “Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran
Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, 2016.

’ Arga Hendrianto, “Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi
Pengawasan Angkutan Barang oleh Pemerintah Daerah”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Jember, (2013).



Kabupaten Tulungagung)”. Yang membahas tentang bagaimana implementasi
pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang
pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten
Tulungagung, Hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan
Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung dan
solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis."
Perbedaan skripsi ini dengan yang akan ditulis adalah jika dalam skripsi yang
disusun oleh Deva Oktavania ini hanya menekankan pada Pasal 14 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian
Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang sedangakan penyusun
dalam mengakaji tidak hanya menekankankan pada satu pasal saja tetapi dengan
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu
lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang.

Skripsi yang disusun oleh Surya Aji Akbar yang berjudul “Tinjauan
Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi
Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Kota Makassar” yang membahas
tentang pelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yng dilakukan oleh

angkutan transportasi umum.'' Perbedaan skripsi ini dengan yang akan ditulis

' Deva Oktavania, “Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi di UPPT
LLAJ Kabupaten Tulungagung),” Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, (2014).

"' Surya Aji Akbar, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan
Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009



adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Surya Aji Akbar membahas tentang
pelanggaran yang dilakukan oleh transportasi umum, sedangkan penyusun akan
membahas tentang pelanggaran lalu lintas angkutan barang muatan lebih di Jalan

Magelang.

E. Kerangka Teoritik

Adapun beberapa teori yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri, tujuan
dari hukum tersebut harus mempunyai nilai moral yang berbentuk keadilan. Nilai
moral tersebut harus dapat dilaksanakan dalam realita. Karena yang dapat
dikatakan sebagai hukum apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat
terealisasikan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan
hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin
terciptanya keadilan bagi setiap warga tanpa terkecuali dalam hal penegakan
hukum tanpa membeda-bedakan status sosial. Penegakan hukum merupakan suatu
tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa
keadilan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan
hukum guna untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat

sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Kota Makassar”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2015).
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dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian
hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.'

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas
barang muatan lebih (overload) diatur dalam Undang-undang Nomor. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Magelang Nomor
4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan
Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang. Serta dalam peraturan
perundang-undangan lainnya yang mengatur baik secara umum maupun secara

khusus yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan barang.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri setiap inividu masyarakat
yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada.
Pengetahuan tentang hukum yang dijalankan dengan sadar, kemudian
menunjukkan sikap dan perilaku taat dan patuh terhadap hukum. Jika kondisi ini
tercipta berarti kesadaran hukum telah tertanam di dalam suatu masyarakat.
Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang semakin tinggi kepatuhan dan
ketaatannya terhadap hukum dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum
seseorang semakin rendah kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum.

Teori ini lebih menitikberatkan pada setiap subyek hukum, yang muncul

dalam proses penerapan hukum positif. Karena adanya ketidaksesuaian antara

12 “Teori-Teori Penegakan Hukum, Kesadaran, Kepatuhan,” http://ilmuhukumuin-
suka.blogspot.com, akses 17 Oktober 2019, pukul 18.49 WIB
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peraturan untuk pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga
masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau yang tidak dipatuhi hukum
positif tersebut. Keselarasan antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran
masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif merupakan suatu keadaan
yang menjadi cita-cita atau yang dikehendaki. Mengenai masalah ini Krabbe
menyatakan, bahwasanya selain kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik,
maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut menjadi
sebuah bawaan dan mendarah daging pada setiap manusia dan memiliki
kekuaatan yang lebih besar dari pada wewewang lainnya."

Kesadaran hukum berarti menyangkut masyarakat mentaati ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan masalahnya adalah taraf dari
kesadaran hukum masyarakat ada yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi,
dan ada yang memiliki kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Kesadaran
hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan,
melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan
masyarakatnya sendiri. Dalam konteks kesadaran hukum para pelaku pelanggaran
angkutan barang di kabupaten Magelang masih sangat rendah dengan mengangkut

muatan melebihi ambang batas muatan yang telah diatur.

" Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982),
hlm. 145.
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F. Metode penelitian
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.'* Sedangkan metode penelitian

yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan dengan jenis metode penelitian lapangan (field
research). Metode penelitian ini berfokus berdasarkan dari hasil penelitian
dilapangan, bagaimana hukum dijalankan sebagaimana mestinya didalam
masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum

terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis dengan betujuan
menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik. Metode ini dapat diartikan
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang
tampak sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil wawancara serta data-data yang
telah diperoleh dapat diketahui dengan jelas kesesuaian atau ketidaksesuaian
tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelangaran lalu lintas barang muatan

lebih di Kabupaten Magelang dangan peraturan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

' Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2014), him. 3.
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Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan tentang
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara in
action (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat (fakta empiris)'> yang didapat melalui hasil penelitian dari sopir truk
yang melebihi muatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, dan Satlantas

Polres Magelang.

4. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sumber data
primer, data sekunder, dan data tersier antara lain:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang
diteliti.'® Sumber data primer pada penelitian ini yaitu sopir truk, data yang
diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, data yang diperoleh
dari Satlantas Polres Magelang, serta penelitian lapangan yang dilakukan di
Jalan Magelang.

b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi (tersedia)
melalui publikasi dan informasi yang dkeluarkan berbagai organisasi maupun
perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan

sebelumnya'’, meliputi:

5 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 134.

'® Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.
7 Uma Sukarna, Metode Analisis Data (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.
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C.

5.

1.

2.

3.

Karya-karya ilmiah penelitian terkait topik.
Buku-buku literatur dan makalah serta jurnal terkait topik.

Wawancara dan pendapat para tokoh yang terkait topik.

Data tersier, meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Kamus Hukum

3. Media Massa

4. Internet

5. Ensiklopedia

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Wawancara (interview), yakni tanya jawab kepada responden atau subyek

penelitian yang berwenang memberikan keterangan dan berkaitan
langsung dengan penelitian ini yakni:

1. Satlantas Polres Magelang

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

3. Sopir/pengemudi truk
Dokumentasi yakni metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-
dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian.
Penelitian lapangan (observasi), yaitu pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti berkaitan dengan situasi yang ada. Observasi

ini dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang.
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6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Jalan Magelang, Satlantas Polres

Magelang, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

7. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis berdasarkan dengan metode penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data
terkait yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan kesesuaian

terhadap keakuratan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penyusunan yang
disertai dengan logika dan/atau argumentasi penyusun mengenai susunan-susunan
bagian penyusunan. Dalam penelitian ini berisi beberapa bab dan sub-bab sebagai
gambaran lebih jelas mengenai arah dan tujuan penyusunan yang mana sebagai
berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang pembahasan tinjauan umum tentang penegakan
hukum terhadap kendaraan muatan lebih, faktor penyebab dan dampak

pelanggaran lalu lintas angkutan barang muatan lebih (overload).
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Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang penegakan hukum terhadap
pelaku pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di kabupaten Magelang oleh
Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Bab Keempat, berisi pembahasan analisis mengenai pelanggaran lalu lintas
angkutan barang muatan lebih (overload) dan praktek penegakan hukumnya di
kabupaten Magelang.

Bab Kelima, berisi pembahasan akhir berupa kesimpulan dan saran

masukan peneliti terhadap permasalahan dari pembahasan yang telah diuraikan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum oleh Satlantas Polres Magelang terhadap pelanggaran
lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang sudah melaksanakan tugasnya
sesuai dengan porsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, namun Satlantas Polres Magelang tidak dapat melakukan
penindakan secara optimal karena kewenangannya yang terbatas, jika menemukan
pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih Satlantas Polres Magelang hanya
berwenang memberikan tilang saja, tidak dapat untuk menurunkan muatan barang

seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

Sedangkan, penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Magelang terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih hanya dapat
memeriksa tanda bukti lulus uji kendaraan, kondisi fisik kendaraan, daya angkut
kendaraan, dan cara pengangkutan barang, dan berhak menurunkan muatan.
Menurut Pasal 70 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan mengatur batas toleransi muatan lebih maksimal 5% JBI yang
telah ditetapkan pada buku uji dan jika muatan melebihi 5% maka harus
diturunkan, sedangkan jika menurut dari Pergub Jawa Tengah dan Perda Provinsi
Jawa Tengah maupun Perbup Kabupaten Magelang sama-sama memberikan
toleransi muatan lebih sebesar 5% dari JBI yang telah ditetapkan pada buku uji

dan jika muatan melebihi 25% maka muatan berhak untuk diturunkan. Maka
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toleransi muatan yang dapat diturunkan di Jalan Magelang lebih banyak 20% dari
Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2014 yang hanya memberikan toleransi
muatan sebesar 5%. Namun fakta dilapangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Magelang tidak menurunkan muatan jika menemukan kendaraan yang melebihi

muatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kurangnya pengawasan yang ketat dan pemeriksaan kendaraan bermotor
dijalan/razia yang dilakukan di Jalan Magelang yang kurang berkala ditik-titik
utama pelanggaran, seperti di jalan Magelang yang berada diwilayah Kecamatan
Salam, terutama yang menyasar terhadap angkutan barang menjadikan para
pengemudi/sopir angkutan barang semakin berani untuk mengangkut muatan

melebihi batas tonase maksimal yang diperbolehkan.

Permasalahan antara kedua otoritas siapa yang lebih berwenang maka
seharusnya Dinas Perhubungan yang lebih berwenang secara penuh terhadap
pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih, sedangkan Satlantas juga memiliki
kewenangan tetapi terbatas hanya dengan memberikan tilang. Namun dalam
pelaksanaannya di Kabupaten Magelang saat ini malah seperti Satlantas yang
memiliki peran vital untuk menindak pelanggaran barang muatan lebih khususnya
di jalan Magelang. Kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan hanya dapat
dijalankan ketika memiliki PPNS sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten

Magelang tidak memiliki PPNS.

Dapat disimpulakan bahwa secara keseluruhan mengenai batasan

kewenangan antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polres Magelang sudah
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berjalan dengan baik, namun dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan maka
penindakan yang dilakukan baik Satlantas Polres Magelan maupun Dinas
Perhubungan Kabupaten Magelang belum dapat dikatakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaktifan kembali jembatan timbang Salam yang berada di
jalan Magelang yang sejak tahun 2014 dinonaktifkan, karena ini
merupakan celah utama para pelaku berani mengangkut melebihi muatan
yang diperbolehkan.

2. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas angkutan barang
muatan lebih harus dipertegas sanksinya salah satu caranya dengan
diturunkan muatannya jika terbukti melebihi muatan diatas 5 (lima) %
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena saat ini
di Kabupaten Magelang belum menerapkan sanksi yang tegas terhadap
kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan.

3. Penyesuaian Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dan/atau
Peraturan Bupati agar sejalan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam
Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
jalan.

4. Melakukan penempatan anggota Satlantas Polres Magelang maupun
anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang di Tempat Pemungutan
Retribusi (TPR) hasil tambang galian C yang berada di Jalan Magelang,

untuk melakukan pengawasan dan penindakan jika disinyalir secara kasat
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mata muatan kendaraan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, karena sesuai dengan pengamatan dilapangan kendaraan
angkutan barang muatan tambang galian C saat ini di TPR hanya
membayar retribusi dan tidak ada penindakan jika muatannya secara kasat
mata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang memerlukan adanya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar kewenangan Dinas Perhubungan dapat

dilaksanakan dengan maksimal.
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